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Menimbang :

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2012
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasl
MNomor 15 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2012, periu ditetapkan Peraturan Bupath tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2012,

1. Undang-Undang Momor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita
Megara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah
Undang-Undang Nemor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran
Negara Republlk Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesis Nomar 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomeor 5 Tahun 2008 tentang
Perubahan Keemnat Atas Undang-Undang MNomor & Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20098 Nomor 62,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955);




4,

3,

10.

11.

Undang-Undang Momor 12 Tahun 1885 tenfang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Momor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)
sebagaimana teizh diubah dengan Undang-Undang Momor 12 Tahun
1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan {Lembaran Negara Republik
Indonesla Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Megara

Republik Indonesia Nemar 3563);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 42, Tambahan Lembaran Megara Republic Indonesia Momer
3686), sebagalamana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomeor 13 Tahun
1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

Undang-Undang Momor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 MNomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Momor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3854) sebagaimana telah dlubah dengan Undang-Undang Nomar 20
Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Momer 17 Tahun 2003 tentang Keuangan MNegara
(Lembaran Megara Republlk Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang MNomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Womor 66, Tambahan Lembaran
Negars Sepublik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanasn
Pemiirgunan Masional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 "iomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undarg-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembsran MNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran MNegara Republlk Indonesia Nomor 4437)
sebagamana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-
Undata Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undanu-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lemtwran Negara Republk Indonesia Tahun 2008 Nomer 39,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia nomor 4844);




12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerzh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13. Undang-Undang Nomor 27  Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Barwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Momeor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomior 5043);

14, Undang-Undang MNomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

15, Undang-Undang MNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3234);

16. Peraturan Pemerintah MNomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gajl
Pegawai MNegeri Sipil (Lembaran Megera Republik Indonesia Tahun
1977 Momor 11, Tambahan Lembaran Megara Repubiik Indonesia
Nomor 3098), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah MNomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan
Ketigabelas atas Peraturan Pemerintah 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 24);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 MNomor 210, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

18, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesta Tahun 2004
Momor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416), sebagaimana telah beberapakall diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Noémor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4712);

19, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengeioiaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Momor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502);

20, Peraturan  Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2005
Momor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4575);




1. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Momor 138 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Momor
65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor

56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah {Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2010 MNomor 110, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

3. Peraturan Pemerintah Momor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

53, peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Kevangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor

4578);

24, Peraturan Pemerintah Momor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

35, Paraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran

Megara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan

(Lembaran MNegara Republik Indonesla Tahun 2005 Nomar 159,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4588);

27, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741);

% Peraturan Pemerintah MNomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pambinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintzhan Daerah
(Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2005 Nomor 165

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

29, Per sn Pemenntah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan

B Milik Negara/Daerah (Lembaran MNegara Republlk Indonesia
ta J006 MNomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Inde - 1a Momor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Peme 'oh nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan
Peme  ‘ah Momor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Megar: Deerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
“iom: '8, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor

30. P sn Pemerintah MNomor 2 Tahun 2006 tentang Pelaporan

W \n dan Kinerja Instansi Pomerintah (Lembaran Negara Republik
a Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan lembaran MNegara
« Indonesia Nomor 4614);



31. Pergturan Pemerintsh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Bemerintahan Dasrah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesiz Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara

Perublik Indonesia Nomor 4693);

32, Peraturan Pemerintsh Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provins! dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambzhan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomaor 4737;

33, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolzan
Uang Megara/Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia
Momaor 4738);

34, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor

4816);

35. Peraturan Pemerintsh Momor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partaf Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran MNegara Republik

Indonesia Nomor 4972);

36. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman
Peryusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata
Tertib Dewan Perwakllan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Megara

Republik Indonesia Nomor 5104);

37. Peraturan Pemerintah Nomeor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah
diubat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran
Negara Repubilk Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4209);

38. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberlan dan Pemanfzatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusl Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5161);

39, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

40. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahur 2011 tentang Pinjaman Daerah
(Lermbaran Negara Republik Indonesla Tahun 2011 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);



41. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan
Bresiden Momor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah;

42, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
an Daerah sebagalmana telah beberapa

Pedoman Pengelolaan Keuang. _
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

43, Peraturan Menteri Dalam Meger Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata
Cara Evaluasl Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun
2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah;

44, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

45, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan
Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara
Pengembalian Tunjangan Komunikas! Intensif dan Dana Operasional;

46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang
Pengawasan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah

47, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang
Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APED,
Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan  Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2012;

49, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

S0. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pokok-pokok  Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 1);

51. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nemor 7 Tahun 2009 tentang
Organisasi  Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi
Momor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten

Bekasi Tahun 2011 Nomor 4);



£2 Persturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Pembentukan PT. Bumi Bekasl Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten

Bekasi Tahun 2010 Nomor 1);

E3 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasl Momor 2 Tahun 2010 tentang
Pembentukan PT. Bekasi Putera Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten
Bekas! Tahun 2010 Nomor 2);

54, Peraturan Daerah Kabupaten Bekas! Momor 1 Tahun 2011 tentang
Fajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor
1)

55, peraturan Daerah Kabupaten
Retribusi Daerah (Lembaran
Nomor 6);

56. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang
Penambahan Modal Kepada PT. Tirta Bhagasasi (Lembaran Daerah
Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 11);

57, Keputusan Bupati Momor 445/Kep.206-RSUD/2011 tentang Penetapan
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi Sebagai Badan Layanan
Umum Daerah,

Bekasi Momor 6 Tahun 2011 tentang
Daersh Kabupaten Bekasi Tahun 2011

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanfa Daerah Tahun Anggaran 2012 berjumlah
Rp. 2.452.0.7,917.478,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapalan @
a. Pendapaian A<l Daerah Rp  492.295.240.836,00
b. Dana Pernmbangan Rp 1.377.364.352,503,00
¢. Lain-lain Pendagatan yang Sah Rp 178.084.251.000,00
lumlah Pendapatan Rp 2.047.743.854.339,00
2. Belanja:
a. Belanja Tidak Langs.ng
1) Belanja Pegawa Rp 945.090.874.919,00
2} Belanja Hibah Rp 54.268.774.000,00
3} Belanja Bagi Ha Rp 38.225.067.000,00
4} Belanja Bantuan Louangan Rp 50.553.249.700,00
5) Belanja Tidak Terduga Rp 133.246.969.264,00

Rp 1.222.384.934.883,00




b. Belanjas Langsung

1) Belanja Pegawai Rp £9.185.571.670,00
2) Belanja Barang dan Jasa Rp 414.701.590.784,00
1) Belanja Modal Rp  713.743.277.226,00
Rp 1.197.630.439.680,00
milah Belanja Rp 2.420.015,374.563,00
éli:r'plusﬂ[neﬁsﬂ]h} Rp (372.271.520.224,00)
3. Pembiayaan
a. Penerimaan Rp 404.307.063.139,00
b. Pengeluaran Rp 32.035.542.915,00

Jumiah Pembiayaan Netto Rp 372.271,520.224,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 0,00

Pasal 2
Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut datam Lampiran 11
Peraturan Bupati Ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan darl Peraturan Bupati Bekasi ini.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran APED yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut
dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesual dengan

ketentuan perundang-undangan.



Pasal 6

Peraturan inl mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam
Berita Daerah.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 2 Januari 2012

/.3 “BUPATI BEKASI¥
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